BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Prosedur pelaksanaan pemusnahan rekam medis di puskesmas belum
terlaksana dengan baik dan benar dikarenkan tidak terdapatnya sop dipusksmas
terjun.

Sumber daya manusia di Puskesmas Terjun tidak berlatar belakang rekam
medis sehingga menghambat pelaksanaan pemusnahan rekam medis di
puskesmas terjun.

Untuk alat pelaksanaan pemusnahan rekam medis di puskesmas terjun telah
disediakan dan pernah digunakan tetapi alat tersebut hanya bisa digunakan
sekali setelah itu sudah tidak dapat digunakan kembali.

Petugas rekam medis pernah mendapatkan pelatihan tentang rekam medis
namun pelatihan tentang sistem penyimpanan di bagian rekam medis, bukan
tentang pelatihan pelaksanaan pemusnahaan rekam medis di puskesmas.
Puskesmas terjun pernah melakukan pemusnahan berkas rekam medis dan
dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2012, 2016, 2018
pemusnahan berkas rekam medis. Dalam pelaksanaan pemusnahan berkas
rekam medis yang ke tiga kali Puskesmas Terjun belum sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan cara dibakar, dibubur maupun

dicacah, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.



5.2 Saran

5.2.1 Dinas Kesehatan

1.

Disarankan untuk petugas rekam medis puskesmas terjun agar di berikan
pelatihan terkait pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis dengan tepat
sesuai peraturan yang ada, agar dapat melakukan pelaksanaan pemusnahan
berkas rekam medis dengan baik dan benar sesuai hukum dan peraturan yang
berlaku.

Diharapkan kepada dinas kesehatan agar memberikan sarana dan prasarana
yang dapat menunjang pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis di
puskesmas terjun terkhususnya dalam pelaksanaan pemusnahan berkas rekam
medis.

Sebaiknya menambah petugas di bagian rekam medis sesuai dengan latar

belakang pendidikan rekam medis.

5.2.2 Puskesmas Terjun

1.

Agar tidak terjadi penumpukan berkas rekam medis di rak penyimpanan maka
sebaiknya pihak puskesmas membuat jadwal pemusnahan rutin.

Diharapkan kepada pihak puskesmas segera melakukan pemusnahan berkas
rekam medis inaktif yang tidak bernilai guna, agar tersedia tempat untuk
menyimpan berkas rekam medis inaktif.

Ada baiknya dibuatkan SOP khusus tentang Pemusnahan berkas rekam medis,
agar kedepannya menjadi panduan atau pedoman untuk melaksanakan

pemusnahan berkas rekam medis.



4. sebaiknya pihak puskemas terjun melakukan perbaikan alat pemusnahan, agar
dapat digunakan dan dapat membantu memaksimalkan pemusnahan rekam

medis.
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